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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1  Input Sistem Penyusutan Arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyusutan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah arsip yang tercipta. Arsip tercipta seirama dengan adanya kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi organisasi. Sehingga setiap saat arsip akan meningkat jumlahnya.

Arsip merupakan salah satu sumber informasi manajemen. Arsip merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan administrasi maupun pelaksanaan tugas suatu lembaga. Mengingat arti penting suatu arsip maka perlu adanya sistem pengelolaan yang sistematis, efektif, dan efisien.

Arti penting arsip tidak menjadi alasan untuk menyimpan seluruh arsip yang dimiliki oleh suatu instansi. Hanya yang benar – benar memiliki nilai guna yang tinggi yang perlu disimpan secara permanen. Arsip yang tidak memiliki nilai guna yang tinggi, apabila telah habis retensi perlu untuk dilakukan pemusnahan. Walaupun demikian bukan berarti untuk memusnahakan arsip yang tidak bernilai guna dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi pemusnahan harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan jumlah arsip akan menimbulkan berbagai problema jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengurangan arsip. Problema yang dihadapi bukan saja menyangkut ruang penyimpanan, tetapi juga menimbulkan pemborosan berbagai bidang. Khususnya untuk pembiayaan penggunaan peralatan, penyediaan tenaga, serta untuk pemeliharaan dan perawatannya. 

Problema lainnya adalah kesulitan dalam mencari kembali arsip. Masalah ini terjadi karena percampuran antara arsip yang masih diperlakukan dan yang tidak. Ini berarti penghematan dan efisiensi tidak terpenuhi. Penyusutan arsip dilakukan sebagai upaya penemuan kembali arsip disimpan.
Penyusutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program penyusutan arsip berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta Surat Edaran Kepala Arsip Negara Republik Indonesia  Nomor : SE/02/1983 Tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Arsip serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor  34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip Bagi Arsip-Arsip Yang Bersal Dari Lembaga-lembaga pemerintah untuk arsip perusahaan berpedoman pada Peratutan Pemerintah Nomor 88/1999 Tentang Pemusnahan Dokumen Perusahaan. 
Pengendalian penyusutan arsip tidak hanya terbatas pada arsip – arsip pemerintah, melainkan meliputi pula arsip – arsip masyarakat dan badan swasta sepanjang arsip – arsip tersebut mengandung pertanggungjawaban nasional, kehidupan, kebangsaan, sejarah, budaya bangsa, bahan penelitian dan pengembangan bagi kemajuan Negara.

Dengan demikian dalam penyusutan arsip dituntut untuk dilakukan penilaian dengan penuh kehati –hatian agar arsip yang memiliki bahan pertanggungjawaban tidak hilang dan akan terjadi pula pemindahan arsip perorangan atau Badan Swasta kepada Kantor Arsip Daerah.

Untuk arsip yang sudah dalam keadaan teratur secara teknis pelaksanaan penyusutan tidak ada kesulitan yang berarti. Akan tetapi untuk arsip dalam keadaan tidak teratur perlu adanya penataan terlebih dahulu. Untuk itu perlu secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : SE/01/1981 Tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan pemerintah tentang Penyusutan Arsip.
Secara  keseluruhan tujuan penyusutan ini adalah :

1. Mendapatkan penghematan dan efisiensi.

Penyusutan arsip statis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah efisien baik dengan cara penyusutannya yang menggunakan cara dengan pencacahan. , Penyusutan yang dilaksanakan dapat menghemat tempat penyimpanan arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pendayagunaan arsip aktif dan inaktif.

Dengan penyusutan, arsip – arsip akan berkurang kemudian arsip – arsip yang masih mempunyai nilai guna dapat di berdayakan dengan layanan peminjaman arsip ataupun dengan pemeliharaan arsip.

3. Memudahkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap arsip yang masih diperlukan dan bernilai guna tinggi.

Adanya penyusutan arsip dapat memudahkan pengawasan terhadap arsip lain yang masih mempunyai nilai guna yang tinggi. Dengan adanya penyusutan arsip, pemeliharaan arsip yang dilakukan sudah sangat efisien.

4. Penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi. 

Kegiatan penyusutan arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai penyelamatan bahan bukti kegiatan berorganisasi instansi pemerintah maupun perusahaan – perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Barat.  . 

Jadwal retensi harus dibuat oleh unit kearsipan dan dibuat secara 
rutin (dapat satu tahunan, dua tahunan atau periode tertentu). Penetapan 
jangka waktu penyimpanan di dasarkan atas nilai guna arsip tersebut. 
(Sularso Mulyono, 2003 : 92).
Tabel 4.1 Contoh Jadwal Retensi Arsip
	No
	Jenis / Seri Arsip
	Jangka Simpan
	Keterangan

	
	
	Aktif
	Inaktif
	

	1.
	Kepegawaian

· Lamaran Kerja yang ditolak
	3 Bulan
	-
	Musnah

	
	· Lamaran Kerja yang diterima
	6 Bulan
	1 Tahun
	Musnah

	
	· Cuti 
	1 Tahun
	1 Tahun
	Musnah

	
	· Personal file profesor
	Sampai pensiun
	3 tahun sesudah pensiun
	Diserahkan

	2.
	Keuangan

· Daftar Gaji 
	1 Tahun
	5 Tahun
	Musnah

	
	· Kontrak Penjualan asset
	1 Tahun
	5 Tahun
	Diserahkan


Pada tabel diatas Jadwal retensi berupa daftar yang berbentuk tabel. Tabel terdiri dari lajur – lajur yang diperuntukkan : nomor urut, jenis atau seri arsip. Jangka simpan (retensi) untuk aktif dan inaktif, dan keterangan untuk ketetapan musnah dan permanen.

Jenis adalah judul dari keseluruhan seri berkas yang mencerminkan suatu bidang kegiatan. Contoh : kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pemasaran dan sebagainya. 

Dengan adanya jadwal retensi arsip penyusutan dapat dilakukan dengan terencana. Jadwal retensi arsip digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemindahan arsip statis ke pusat arsip, pemusnahan serta penyerapan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

4.1.1 Pemindahan Arsip Statis dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Instansi
Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari 
aktif kepada arsip inaktif karena tidak jarang sekali dipergunakan dalam 
kegiatan sehari-hari. Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan 
memindahkan arsip-arsip yang telah mencapai jangka waktu atau umur 
tertentu ketempat lain. Sehingga filing cabinet yang semula dipakai dalam 
pelaksanaan pekerjaan kearsipan sehari-hari dapat dipergunakan untuk 
menyimpan arsip-arsip baru. (Wursanto Ignasius, 1991 : 216).
Untuk arsip yang pengendaliannya menggunakan yang sudah dilaksanakan dengan benar, maka proses pemindahan arsip dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan menggunakan sarana yang sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem kartu kendali.

Unit Pengolah secara teratur mengadakan penelitian untuk menentukan nilai arsip berdasarkan Jadwal Reretnsi Arsip. Unit Pengolah kemudian memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang akan dikirim ke Penyimpanan. Penataan  arsip inaktif yang akan diserahkan ke penyimpanan disimpan dalam file tersendiri. Pada waktu yang telah ditetapkan, mengirim arsip inaktif tersebut kepada Penyimpan dan membuat daftar arsip yang dipindahkan. 
Unit Pengolah mengirim arsip statis yang tidak digunakan di Unit pengolah ke Unit Kearsipan dengan menukar Kartu Kendali di Unit Pengolah dengan kartu kendali yang ada pada Unit Kearsipan. Unit Pengolah menyimpan Kartu Kendali yang berasal dari Unit Kearsipan. Kartu kendali yang digunakan dalam sistem ini sama dengan kartu kendali yang digunakan dalam sistem lain. Sistem Kartu Kendali adalah mengindeks nomor kode untuk keperluan penyimpanan dan penemuan kembali surat. Cara mengindeks nomor kode sebagai berikut :

a. Dua angka dari belakang sebagai unit 1, yaitu menunjukkan nomor laci dan nomor guide,

b. Satu angka setelah unit 1 sebagai unit 2 yaitu menunjukkan nomor folder,

c. Sisa seluruh angka sesudah unit 2 sebagai unit 3 yaitu menunjukkan surat yang kesekian dalam folder.

d. Cara penyimpanan surat; surat dengan nomor kode 55317, berarti surat tersebut disimpan dalam laci 10-19, dibelakang guide 17, didalam folder nomor 3, surat yang ke 55.
Unit Kearsipan secara teratur melakukan penelitian terhadap arsip yang sudah melampaui Jadwal Retensi Arsip. Setelah dilaksanakan penilaian dan penyusutan pada masing-masing unit, kemudian dilaksanakan pemindahan secara berkala dari unit Pengolahan ke Unit Kearsipan. 
Unit Kearsipan menerima arsip statis Unit Pengolah beserta Kartu Kendali kemudian menyimpan Kartu inakatif dalam file. Setelah itu menyerahkan Kartu Kendali warna kuning kepada kepala Unit Pengolah.  Unit Kearsipan kemudian mencabut dalam Daftar Pengendalian bahwa arsip telah disimpan dan memusnahkan kartu kendali bagi arsip yang berasal dari Unit Pengolah. 
Untuk dapat menyusut dan memindahkan arsip statis dari unit pengolah ke unit kearsipan perlu ditetapkan Angka Pemakaian arsip.  Angka pemakaian (AP) adalah angka perbandingan antara jumlah 
permintaan Warkat (arsip) untuk dipakai kembali dengan jumlah warkat 
yang disimpan sebagai arsip dalam bentuk prosentase. Rumus Angka Pemakaian adalah sebagai berikut :

∑Permintaan arsip AP = ∑x 100% Arsip yang disimpan
Angka Pemakaian yang menunjukkan pada atas atau bawah atas yang seharusnya berarti arsip yang disimpan di unit pengolah sebagian besar merupakan arsip yang tidak memiliki Nilai guna dan atau ada arsip yang memiliki Nilai abadi harus diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Instansi, kegiatannya meliputi :

1. Penyeleksian arsip inaktif oleh Pengolah.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah arsip – arsip tersebut sudah inaktif atau belum. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kolom retensi arsip di dalam jadwal retensi arsip. Misalnya tentang cuti tahunan memiliki retensi aktif 2 tahun, maka apabila arsip tersebut tercipta bulan Desember Tahun 2000, 2 tahun berikutnya yaitu Desember 2002 arsip tersebut dapat dinyatakan sebagai arsip inaktif.

Didalam pemeriksaan ini dilakukan juga kegiatan penyatuan file –file  menjadi series arsip. Antara file yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan informasi harus digabung menjadi satu series arsip tanpa merubah penataan semula. Misalnya file tentang cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar dapat digabung menjadi satu series arsip tentang cuti. 
2. Pengelompokkan arsip tersebut secara lengkap dalam bentuk Seri, Rubrik atau Dosir.

Setelah diperiksa dan dinyatakan sebagai arsip inaktif maka arsip –arsip tersebut selanjutnya dikelompokkan secara lengkap, baik judul seriesnya atau jenis arsipnya, tahun, volume, kondisi dan penataan. 

3. Pembuatan Daftar Pertelaan;

Pembuatan daftar pertelaan ini dilaksanakan untuk menjaga agar penataan aslinya tidak berubah. 

4. Pelaksanaan pemindahan arsip dinamis inaktif disertai dengan Berita Acara Pemindahaannya.

Mengingat bahwa pemindahan arsip ini menyangkut pula pengalihan wewenang dan tanggungjawab dari Unit pengolah ke Unit Kearsipan, maka perlu dibuatkan bukti pemindahan arsip yang biasa diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Pemindahan Arsip sebagaimana contoh berikut dan daftar pertelaannya :

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Pada hari ini …….Tanggal ……Bulan …….Tahun….., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

Jabatan
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala ……..,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

:

Jabatan
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala …..selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Pasal 1

PIHAK KESATU memindahkan arsip Inaktif kepada PIHAK KEDUA. Dalam keadaan baik / rusak *) sebanyak …….sesuai dengan daftar pertelaannya. Berita acara dibuat dalam rangkap ……masing – masing diperuntukkan bagi PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA ……

PIHAK KEDUA,                                                               PIHAK   KESATU,
_____________                                                           ________________

*) Coret yang tidak perlu
KETERANGAN

a. Cara pengisian Berita Acara Pemindahan Arsip

1. Kolom Hari, tanggal, bulan 
: diisikan hari, tanggal, bulan dan 

                                                   tahun pemindahan arsip

2. Kolom Nama, Jabatan

: diisikan nama dan jabatan yang 

Memindahkan atas nama unit kerja   dan atas nama yang menerima pemindahan atas nama unit kearsipan.

3. Kolom sebanyak


: diisikan jumlah karung/besek/boks 

                                                   Yang dipindahkan.

4. Kolom dalam rangkap

: diisikan jumlah rangkap berita aca-

                                                   ra tersebut.

5. Kolom pihak kesatu

: diisi nama dan jabatan yang me-

                                                   Ndahkan.

6. Kolom pihak kedua

: diisi nama dan jabatan yang  

                                                   menerima pemindahan.

Tabel 4.2  Daftar Pertelaan Arsip Inaktif Yang dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Instansi

	No Urut
	Unit Pengolah/Instansi
	Masalah
	Uraian Masalah
	Tahun
	Jumlah (Boks, Karung, Besek)
	Keterangan

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	









                …………….., ……….…

PIHAK KEDUA,                                                              PIHAK KESATU,

-------------------------                                                        --------------------------





KETERANGAN

a. cara pengisian pertelaan arsip inaktif yang dipindahkan dari Unit Pengolah ke Pusat Penyimpanan Arsip.

1. Kolom Nomor Urut : diisikan nomor urutan arsip inaktif yang dipindahkan.

2. Kolom Unit Pengolah : diisikan nama unit pengolah yang akan melaksanakan pemindahan arsip inaktif.
3. Kolom Masalah : diisikan masalah pokok berkas (garis besar masalah).
4.  Kolom Urutan Masalah : diisikan uraian masalah pokok berkas.
5. Kolom Tahun : diisikan tahun penerbitan naskah dinas tersebut.
6. Kolom Jumlah : diisikan Jumlah boks atau karung atau besek berkas arsip tersebut.

7. Kolom Keterangan : diisikan hal – hal yang perlu diuraikan.
8. Kolom Penandatanganan : diisikan nomor unit kerja lengkap dengan nama, pangkat, NIP (pihak kesatu dan kedua).
Setelah arsip tertata dalam boks yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor dalam daftar arsip yang dipindahkan dan disiapkan berita acaranya, maka dilaksanakan pemindahan arsip inaktif.

Pemindahan arsip inaktif yang dilakukan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan empat tahap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu penyeleksian oleh pengolah, dikelompokkan dalam bentuk series atau rubrik, dibuat daftar pertelaannya kemudian pelaksanaan pemindahan disertai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip.

4.1.2 Penyerahan Arsip Statis dari Unit Kearsipan ke Kantor Arsip Daerah

Penyerahan arsip ini dikhususkan bagi arsip – arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih atau arsip – arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun namun menurut jadwal retensi arsip harus disimpan permanen, atau arsip yang berdasarkan penilaian harus diperpanjang penyimpanannya.

Instansi dengan bimbingan Kantor Arsip Daerah dan panitia penilaian arsip Provinsi Jawa Barat, melakukan penilaian arsip yang berada di bawah penguasaannya. Panitia penilaian arsip Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian untuk menentukan apakah arsip tersebut harus diperpanjang penyimpanannya, dipindahkan ke Kantor Arsip Daerah atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pemindahan arsip dari Unit Kearsipan Instansi ke Kantor Arsip Daerah, dilaksanakan sekurang – kurangnya setiap dua tahun sekali atas izin Kepala Instansi yang bersangkutan. Kegiatan penyerahan arsip inaktif di Unit Kearsipan Instansi meliputi :

1. Pengecekan arsip –arsip yang dipindahkan oleh Unit Pengolah disesuaikan dengan Daftar pertelaan.

Secara teratur mengadakan penelitian untuk menentukan nilai arsip berdasarkan Jadwal Reretnsi Arsip. Unit Pengolah kemudian memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang akan dikirim ke Penyimpanan. Penataan  arsip inaktif yang akan diserahkan ke penyimpanan disimpan dalam file tersendiri. Pada waktu yang telah ditetapkan, mengirim arsip inaktif tersebut kepada Penyimpan dan membuat daftar arsip yang dipindahkan. 
2. Pengecekan kelengkapan berkas dan penyempurnaan penyusunan dalam bentuk Seri, Rubrik, atau Dorsir. Apabila terdapat berkas yang tidak lengkap, Kepala Unit Kearsipan atau Tata Usaha segera melengkapinya melalui Unit Pengolah;

3. Membuat Daftar Pertelaan sekaligus dengan deskripsi arsipnya secara lengkap dan atau keterangan lain yang diperlukan sesuai pada tabel 4.2 diatas;

4. Melaksanakan penyampulan bagi arsip – arsip inaktif yang masa penyimpanannya lebih dari 3 tahun;

5. Melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip selama di Unit Kearsipan.

Pemeliharaan dilakukan dengan menyimpan arsip dalam ruangan yang sudah tertata dengan suhu tertentu dan dibersihkan secara berkala.

Setiap dua tahun sekali melakukan penyeleksian arsip inaktif yang akan dipindahkan ke Kantor Arsip Daerah. Rencana pemindahan arsip inaktif ke Kantor Arsip Daerah dikonsultasikan terlebih dahulu dan selanjutnya dibuat Berita Acara dan Daftar Pertelaan.

4.1.3 Prosedur Pemindahan Arsip Statis Ke Pusat Arsip atau Depo Arsip
Prosedur pemindahan arsip statis ke pusat arsip dilakukan sebagai berikut :
1. Arsip yang akan dipindahkan dicatat pada daftar pertelaan. Pendaftaran atas daftar berkas. Hal-hal yang perlu didaftar sekurang-kurangnya tentang nama unit kerja yang memindahkan, judul berkas, tanggal, bulan dan tahun berkas, bentuk fisik arsip, jumlah yang dinyatakan dengan meter kubik.

2. Arsip yang dipindahkan harus mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja.

3. Pemindahan dilaksanakan dengan membuat berita acara pemindahan arsip. 
Arsip inaktif yang diserahkan ke Depo Arsip seperti, Perpustakaan dan Depo Arsip kota, Perpustakaan dan Depo Arsip provinsi, atau Arsip Negara Republik Indonesia, statusnya akan berubah menjadi arsip statis (archives) dan disimpan secara permanen untuk perlindungan, karena arsip tersebut memiliki nilai informasi, historis, ilmiah, dan pembuktian (hukum, fakta sejarah, dan lainnya).

4.2 Proses Penyusutan Arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Penyusutan arsip dapat dilakukan di unit kerja dan pusat arsip sesuai dengan yang tertuang dalam jadwal retensi arsip. Arsip-arsip yang dimusnahkan yaitu arsip biasa maupun arsip penting yang dianggap tidak berguna lagi. Penyusutan ini dilakukan pada tenggang waktu tertentu seperti di bawah ini:

1. Penyusutan arsip yang sifatnya biasa, dilakukan penyimpanan per 5 (lima) tahun lalu dimusnahkan setelah 5 (lima) tahun kemudian.

2. Penyusutan arsip yang sifatnya penting, dilakukan penyimpanan per 15 tahun, kemudian dimusnahkan setelah lima tahun kemudian.

Pemusnahan arsip di pusat arsip dilaksanakan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Arsip yang akan dimusnahkan dibuatkan daftarnya,

Setiap akan diadakan pemusnahan arsip akan dibuatkan daftar pertelaannya untuk menghindari kesalahan yang terjadi saat pemusnahan dilaksanakan.

2. Bagi arsip pemerintah pemusnahan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional. Arsip Keuangan sebelum dimintakan persetujuan Arsip Nasional terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun arsip kepegawaian terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Pemusnahan arsip kepegawaian badan pemerintahan yang berbentuk badan usaha Negara atau badan – badan usaha lainnya yang tata kepegawaiannya diatur berdasarkan peraturan perundangan sendiri tidak memerlukan pertimbangan Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara.

3. Usul pemusnahan dilakukan oleh pimpinan organisasi.

Perencanaan pemusnahan diusulkan oleh pimpinan organisasi atau yang bertugas di bidangnya masing – masing. 

4. Pemusnahan dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan.

Pemusnahan dilakukan oleh instansi pemerintah maka perlu dibuatkan bukti pemindahan arsip yang biasa diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Pemusnahan Arsip

5. Arsip yang dimusnahkan harus benar – benar hancur sehingga bentuk dan isinya tidak dikenal lagi.

Hal ini guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Dan jangan sampai masih ada berkas – berkas yang masih dapat terlihat dengan jelas. 

Sistem penyusutan yang diterapkan ini tidak mengikat, tergantung pada kebutuhan terhadap arsip dimana arsip akan tetap dipertahankan apabila masih dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan di masa-masa mendatang.
Penyusutan arsip dimaksudkan untuk menghemat tempat penyimpanan arsip. Arsip yang tidak perlu lagi dipertahankan untuk disimpan adalah arsip yang tidak terdapat nilai guna. Selain penyusutan arsip, terdapat  beberapa arsip yang dinyatakan rusak atau hilang.  Penyusutan, pemusnahan, rusak dan yang dinyatakan hilang, maka dibuat berita acaranya sehingga arsip tersebut dapat dipertanggung jawabkan dari segi penyusutannya, kerusakannya, maupun yang dinyatakan hilang. 
4.2.1 Prosedur Pemusnahan Arsip Statis di Badan perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan untuk  menghancurkan arsip secara fisik dan identitas yang melekat di arsip.  Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal  lagi baik isi maupun bentuknya. 
Arsip – arsip yang dimusnahkan adalah arsip – arsip yang sudah secara tegas dan rinci ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, sebagai arsip yang sudah tidak bernilai guna. Proses penetapannya menempuh langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Penilaian arsip inaktif sudah melampaui batas waktu penyimpanannya, oleh panitia penilai dan pemusnah arsip;

2. Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia khusus bagi arsip – arsip inaktif yang retensinya atau masa penyimpannya 10 tahun atau lebih;

3. Penetapan arsip – arsip yang akan dimusnahkan dalam Surat Keputusan Gubernur dengan berlandaskan kepada instansi pusat dan

4. Pelaksanaan pemusnahan arsip.

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa prosedur pemusnahan arsip statis diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip –arsip tersebut benar – benar telah habis jangka simpannya. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada jadwal retensi arsip. Jika suatu arsip telah di yatakan habis masa retensinya, maka arsip tersebut perlu diperiksa tentang kebenaran isinya, kelengkapan informasinya, kemungkinan keterkaitan dengan arsip lain. Bila dalam tahap pemeriksaan diketahui bahwa arsip tersebut memang telah habis masa retensinya, tidak terkait dengan arsip lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, maka langkah berikutnya adalah pendaftaran.

2. Pendaftaran

Arsip – arsip yang telah diperiksa sebagai arsip yang diusulkan musnah, harus dibuat daftarnya. Sehingga dari daftar ini diketahui secara jelas informasi tentang arsip –arsip yang akan dimusnahkan.

3. Pembentukan Panitia Pemusnahan

Pembentukan panitia pemusnahan dilaksanakan jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi 10 tahun atau lebih. Jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi dibawah 10 tahun, maka tidak perlu dibuat kepanitiaan, cukup dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas mengelola arsip. Panitia pemusnahan ini seyogyanya terdiri dari anggota – anggota yang berasal dari unit pengelola arsip, unit pengawasan , unit hukum dan unit – unit lain yang terkait.

4.  Penilaian, Persetujuan, dan Pengesahan

Penilaian arsip pada dasarnya dilakukan setiap kali menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan. Namun untuk arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun, cukup dilaksanakan oleh instansi pemilik arsip. Kemudian disahkan oleh pimpinan instansi untuk dilaksanakan pemusnahan. Untuk arsip yang memiliki retensi 10 tahun ke atas, harus melalui penilaian bersama Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu ketika meminta persetujuan pemusnahan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, karena arsip yang memiliki retensi 10 tahun ke atas memiliki kemungkinan lebih besar untuk bernilai guna sekunder. Khusus untuk arsip keuangan yang mempunyai retensi 10 tahun ke atas perlu mendengar pertimbangan dari Badan Administrasi dan Kepeawaian Negara. Selanjutnya disahkan oleh pimpinan instansi melalui produk hukum intern. 

5. Pembuatan Berita Acara

Berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu dokumen pemusnahan arsip yang sangat penting disamping daftar arsip yang dimusnahkan. Kedua dokumen ini dapat menjadi dasar hukum bahwa pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara sah. Kecuali apabila berfungsi sebagai pengganti arsip yang dimusnahkan.

6. Pelaksanaan Pemusnahan

Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal dua orang pejabat dari bidang hukum atau bidang pengawasan yang nantinya menandatangani berita acara sebagai saksi pemusnahan arsip.

Setelah memenuhi proses penetapannya dan prosedur yang telah ditentukan maka akan melanjutkan langkah – langkah pemusnahan arsip. Pelaksanaan pemusnahan di Unit Kearsipan Instansi  sebagai berikut :

1. Menyeleksi non arsip, duplikasi dan barang kuasi yang akan dimusnahkan;

2. Membuat daftar pertelaan non arsip, duplikasi dan barang kuasi yang akan dimusnahkan;

3. Konsultasi dan permintaan penilaian oleh Instansi wilayah, khusus arsip –arsip barang kuasi;

4. Konsultasi dan meminta persetujuan kepada tim penilai dan pemusnah arsip Provinsi melalui Kantor Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Membuat Keputusan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip tentang pengesahan pemusnahan non arsip, duplikasi dan barang kuasi dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan yang dimusnahkan;

6. Pelaksanaan pemusnahan

7. Memberikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Kantor Arsip Daerah, dilengkapi dengan keputusan panitia penilai dan pemusnah arsip yang dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan yang dimusnahkan. 

Pemusnahan arsip dapat dilakukan untuk arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan lagi atau bagi yang mempunyai Jadwal Retensi Arsip, arsip tersebut telah melampaui jangka waktu penyimpanan.

Pemusnahan arsip-arsip yang mempunyai penyimpanan 10 tahun lebih, dilakukan dengan ketetapan pimpinan lembaga-lembaga negara yang terkait. Misalnya arsip kepegawaian harus menyertakan ANRI (Arsip Negara Republik Indonesia ) dan BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara).

Pemusnahan arsip secara total harus disaksikan oleh dua orang pejabat bidang hukum atau bidang pengawasan dari lembaga yang bersangkutan. Untuk pelaksanaan pemusnahan harus dibuat Daftar Pertelaan Arsip.

4.2.2 Cara Pemusnahan Arsip Statis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memusnahkan arsip yaitu dengan bahan kimia, pembakaran atau pulping (dibubur), dan dicacah.
Untuk memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Pembakaran 
Pemusnahan dengan cara pembakaran adalah yang lazim 
dilakukan, karena pelaksanaannya mudah. Tetapi pemusnahan 
arsip dengan cara pembakaran ini akan memakan waktu lama dan 
sangat berbahaya kalau pembakaran dengan jumlah banyak.

2. Pencacahan 
Arsip yang sudah di cacah berwujud potongan - potongan 
kertas yang sama sekali tidak dapat dikenali lagi identitas arsip 
yang bersangkutan. Cara pemusnahan dengan mencacah arsip 
dapat dilakukan secara betahap, artinya tidak harus selesai pada 
saat itu. Dengan demikian pemusnahannya dapat dilakukan secara 
rutin dan tidak perlu waktu khusus dan sebaiknya memiliki mesin 
pencacah kertas sehingga tidak ada selembar arsippun yang dibuang di tempat sampah masih berujud lembaran yang dapat 
dikenal identitasnya. 

3. Penghancuran 
Pemusnahan dengan cara ini adalah memusnahkan arsip dengan 
menuangkan bahan kimia di atas tumpukan arsip. Cara ini agak 
berbahaya karena bahan kimia yang digunakan (biasanya soda api) 
dapat melukai kalau percikannya mengenai badan. Dengan 
demikian apabila penghancuran dilakukan pada tempat tertentu, 
apakah di suatu lubang atau bak. Maka tidak perlu ditunggu arsip 
pasti akan hancur. (Sularso Mulyono, 2003: 102).

Pelaksanaan pemusnahan arsip di Kantor Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Menyeleksi arsip – arsip yang retensinya sudah berakhir;

2. Membuat daftar pertelaan arsip yang akan disusulkan pemusnahannya;

3. Pembahasan oleh panitia penilai  dan pemusnah arsip Provinsi;

4. Konsultasi dan koordinasi ke Departemen Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus untuk arsip –arsip keuangan terlebih dahulu harus dikonsultasikan ke BEPEKA dan Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara untuk arsip –arsip kepegawaian;

5. Dibuatkan Keputusan Gubernur Jawa Barat  tentang pengesahan pemusnahan arsip yang dilampiri Berita Acara pemusnahan dan Daftar Pertelaan arsip yang akan dimusnahkan;

6. Pelaksanaan pemusnahan, disaksikan oleh panitia penilai dan pemusnah arsip, apabila perlu dapat disaksikan oleh pejabat dari instansi wilayah Provinsi, Sosial Politik, Kejaksaan dan aparat Keamanan dan

7. Membuat laporan pelaksanaan pemusnahan arsip ke Departemen Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia, dilengkapi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang dilampiri dengan Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan Arsip yang dimusnahkan.

Pelaksanaan pemusnahan arsip harus dilakukandengan menggunakan berita acara seperti pada contoh berikut:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Pada hari ini…..tanggal….. bulan…….. tahun……. ,telah dilaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan Jadwal Rentensi Arsip. Adapun arsip yang dimusnahkan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pertelaan Arsip terlampir. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara:………………………………………
Saksi-Saksi,
(…………………….)    (……………………)   (…………………………….)

            Petugas                   Bagian Hukum             Bagian Pengawasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) kotak arsip pemerintahan di halaman Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat. Pada hari Selasa 31 Maret 2009. Penghancuran arsip dilakukan dengan menggunakan mesin pencerca kertas.
Jenis arsip yang dimusnahkan tersebut, di antaranya arsip milik Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Jawa Barat berupa izin tenaga kerja asing 1995-2003 (543 kotak), arsip keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar berupa pendapatan dan penyetoran tahun 1971-1992 (830 kotak), daftar seleksi lamaran pegawai tahun 1999-2004 (143 kotak), dan arsip gaji tahun 1989-1998 (948 kotak).
Setelah dihancurkan dengan mesin pencerca kertas, kertas arsip tersebut kemudian diserahkan ke pabrik kertas PT Leces di Padalarang untuk dijadikan bahan baku kertas. Arsip itu nantinya akan menjadi pulp (bubur kertas) yang kemudian diolah lagi menjadi produk kertas daur ulang.
4.3 Output Penyusutan Arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyerahan arsip statis adalah kewajiban setiap instansi pemerintah. Pihak swasta atau perorangan dapat pula menyerahkan berkas-berkas kepada Arsip Nasional. Penyerahan arsip statis dari pihak swasta atau perorangan dimungkinkan.

Beberapa ciri arsip yang dapat dipertimbangkan untuk disimpan sebagai arsip statis adalah arsip – arsip yang mengandung :

1. Sejarah.

Arsip yang dapat memberikan informasi sejarah. Baik berupa foto, video, maupun yang berbentuk buku –buku.

2. Pembuktian dan pertanggungjawaban nasional.

Sebagai bukti pertanggungjawaban jalannya suatu organisasi atau suatu instansi pemerintah.

3. Kebuktian tentang orang, Lembaga, benda dan gejala yang beruang lingkup nasional;

4. Informasinya bermanfaat secara nasional baik untuk kepentingan penelitian, pengembangan maupun pelayanan informasi;

5. Informasinya mencerminkan identitas dan kebudayaan bangsa dan

6. Hasil – hasil penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan para ilmuwan, pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya dalam hal penyusutan untuk penyerahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia, prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Penyerahan arsip ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dilakukan untuk arsip yang memiliki nilai guna sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari dan juga setelah melampaui jangka waktu penyimpanannya. Berikut contoh Tabel formulir untuk kegiatan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Indonesia ;

Tabel 4.3 Formulir Penyerahan Arsip Statis ke ANRI

	Asal Arsip
	Setuju 
                        Harap ditinjau 

                     Kembali

                     Tanggal

Kepala ……………….

………………………..

	Tanggal Penerimaan Lokasi & Kode:

Penyimpanan :
	

	Arsip –arsip tercantum dalam daftar dibawah ini berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. …..Tahun 1978) sudah dapat digolongkan sebagai Arsip Statis dan perlu diserahkan ke Arsip Nasional.

Nama Jabatan Kepala Unit Kearsipan

  __________________________

  NIP
	Diterima pada tanggal ……….

Berita Acara penyerahan Lokasi

Penyimpanan Nomor : ……

a.n Kepala Arsip Nasional

               _________________________

              NIP

	DAFTAR ARSIP STATIS

	No Urut
	Tgl. Bln. Tahun Berkas
	Kode & Pokok Masalah
	Kode & Masalah
	Sistem Penyimpanan
	Jumlah Berkas
	Jenis Fisik
	Kondisi arsip 
	Ket

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	







…………….., ……………………….




                  Nama Jabatan Kepala Unit Kearsipan






                           ___________________________





          NIP

2. Bagi arsip-arsip yang disimpan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah di tingkat pusat harus diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia . Sedangkan bagi yang ada di tingkat daerah harus diserahkan ke Arsip Nasional Wilayah.

3. Mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusutan arsip adalah nilai guna arsip dan Jadwal Retensi Arsip.
Surat Edaran Kepala ANRI No SE/02/1983 dalam pendahuluan khusus disebutkan bahwa penentuan nilai guna arsip merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kegiatan penyusutann arsip dan mutlak perlu dilaksanakan dalam tata kearsipan. Penentuan nilai guna merupakan kegiatan untuk memilahkan arsip ke dalam kategori:
a. Arsip yang bernilai guna permanen yang harus disimpan 
b. Arsip yang bernilai guna sementara yang dapat dimusnahkan dengan segera atau di kemudian hari.

Penyerahan arsip statis dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. Melalui pimpinan instansi disampaikan usulan penyerahan arsip dengan melampirkan daftar arsip yang akan diserahkan.

2. Jika telah mendapat persetujuan Arsip Nasional, penyerahan dapat dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan arsip statis.

3. Arsip yang diserahkan dalam keadaan teratur disertai dengan sarana pengendaliannya.

Pelaksanaan penyerahan arsip statis harus dilakukan dengan menggunakan berita acara seperti pada contoh berikut :

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS
Pada hari ini ………………., Tanggal, ………….., Bulan………… …, Tahun……………….  *), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a
: 

    Jabatan
: 
    NIP

:

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama
: 

    Jabatan
:
    NIP

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik Indonesia  yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis seperti tercantum dalam daftar terlampir untuk disimpan di ………………………….

   Yang menerima :                                                  Yang Menyerahkan,
      Pihak Kedua                                                           Pihak Pertama

a.n Kepala Arsip Nasional                                     ……………………………

_____________________                                            
NIP.
NIP.
*) Bilangan diisi dengan huruf

Cara pengisian Berita Acara Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia :

1. Kolom Nomor : diisikan nomor berita acara penyerahan

2. Kolom hari, tanggal bulan dan tahun : diisikan hari, tanggal, bulan dan tahun penyerahan arsip statis.

3. Kolom nama, jabatan, dan NIP : diisikan nama, jabatan, dan NIP pejabat, baik yang menyerahkan maupun yang menerima penyerahan.

4. Kolom Pihak Pertama : diisikan nama unit kerja atau instansi yang menyerahkan arsip statis.
Adapun tata cara penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan arsip yang akan diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (Arsip : Statis): 
b) Mengumpulkan Kartu Kendali

c) Dibuat daftar arsipnya
d)  Kartu Kendali beserta daftar tersebut disampaikan kepada Tim Penilai;
e) Tim penilai menentukan arsip statis yang akan dikirim.
f) Arsip yang telah dinilai beserta Kartu Kendali dan daftarnya dikirim ke Arsip Nasional Republik Indonesia; 
g) Pelaksanaan penyerahan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dilengkapi berita Acara Penyerahan yang ditandatangani Pejabat dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
Penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia dilakukan apabila arsip tersebut benar – benar bernilai guna sekunder. Penyerahan arsip dapat terjadi karena tiga hal  yaitu karena kegiatan pemusnahan, perencanaan dan penilikan atau pendekatan atau himbauan penyerahan arsip statis. Apapun bentuknya penyerahan arsip harus dilakukan sesuai prosedur. Penyerahan arsip statis dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ke Arsip Nasional Republik Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang  berlaku.
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